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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMUK 454 IARUN 2U1Y

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RATINHATIIT ATHRAT BATDHATIT AMIN

KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasali, palu wemberihan win uvpciasional
terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Selatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses
peadidinas  wadiasall  yang UDermulu,  periu
membenksm kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

¢, Ualiwe umdmy-uj; yang tercanium dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis, dan kelayakan vang telah
ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
Jiu;ukuud dalms buruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Ke Kantor
Se!am:} tentang Penetapan Izin Operasional
Pendirian Raudhatul Athfal Raudhatul Amin
Kahunaten Tanah Lant-

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 20 T
: . ahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentgi"fﬁ,
Guru dan Dosen (Lembaran Negara RepUOY
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tﬂmb"ha“
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4!.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun ?013
tentang Perubahan atas Peraturan P-:men_ntah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Naman{al
Pendidikan (Lembaran Negara Republik .Indc:nesm
LArnun .;‘.013 YU Ti, ToUIUIaLl LTIl cal

Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 200_8
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
LemDaran thtﬂﬂ chubiik LU ICSIa Ly T
4863},

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
jambanan Lemogran Negara KEPUoils [aunesid
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Kepupik MAonesia Nomoi ++ i)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang CGuru (Lembaran Negara

LA el BB . ———

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Pe

Pendidilinn {Lembaran Negaras Rernihlil Indnnesis
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  dan
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112

Tambahan Lembaran Negara Republik mdomu;
Nomor 5157);
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8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan
Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah
[btidaivah. Sekolah Meneneah Pertama I Madrasah
Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabunaten/Knta sehagaimana talah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada  Sekolah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Feraturan Menten Agama Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementenan Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun
1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian
Wewenang di Lingkungan Departemen Agama,

MEMUTUSKAN: i

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
RAUDHATUL AMIN KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah
kepada madrasali scbagaiana  (cicantwy  dajam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah
kepada Aepdidn RANWI AEMETeral Againd  yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah
peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
pemenuhan standar sarana prasarana,
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan
tanaoa 'In-:wwlirl;l.runj dan fatan

b. Mengajukan  pendaftaran visitasi  akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai
memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
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berlaku.
Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana

' dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai

memenuhi standar pelavanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 29 Nopember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
SRR TERIAN AGAMA EECURE
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WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVING! KA IMANTAN QRIATAN

r NOMOR 4gy TAHUN 2019
- TENTANG PENETAPAN 1ZIN

OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL RAUDHATUL

AMIN KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 | Nama Madrasah Raudhatul Athfal Raudhatul Amin
2 | Nomor Statistik Madrasah | 101263010016

3 | Alamat Madrasah J1. A.Yani RT 05 RW 03
Desa/Kelurahan Sarang Halang
Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut

Vayasan Al Muhibhin Sarang Halens

Nomor 12 Tahun 2018

SK MENKUMHAM RI 16 Agus

>~ -.-; £ "" = _ ' S
Eas, O Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 29 Nopember 2019 :
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